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PENGANTAR EDITOR
Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si. 

(Ketua Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah [AIPPTM])

Terbitnya buku ini adalah respons dari situasi dan kondisi dunia 
pada saat ini, khususnya Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini hampir 
semua negara disibukkan dengan penanganan pandemi Covid-19 
yang belum usai sampai detik ini. Di mana dengan adanya pandemi 
Covid-19 semua sektor baik pemerintahan, pendidikan, ekonomi, 
kesehatan, olahraga, dan lain sebagainya mengalami perubahan yang 
drastis. Di mana setiap negara mempunyai kebijakan masing-masing 
untuk menurunkan angka kasus Covid-19, termasuk juga Indonesia 
yang sudah mengeluarkan beberapa kebijakan dari mulai Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM), sampai dengan kebijakan "New Normal". Oleh 
karena itu, buku ini mencoba untuk menuangkan kajian-kajian kritis 
tentang perspektif pengelolaan pemerintahan di masa new normal. 

Penerbitan buku ini untuk mendukung minimnya bahan ajar 
khususnya terkait kajian ilmu pemerintahan. Mengingat wacana 
terkait ilmu pemerintahan selama ini berlangsung di era normal 
dan belum mengenal pandemi. Sehingga ketika berhadapan dengan 
situasi pandemi, pengelolaan pemerintahan harus menyesuaikan 
dengan kondisi. Di sinilah pentingnya mengkaji secara kritis tentang 
pengelolaan pemerintahan di masa new normal sebagaimana diulas 
dalam buku ini.
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Kajian kritis ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi para 
mahasiswa, dosen, peneliti, maupun para pengambil kebijakan 
di negeri ini. Hal ini khususnya terkait dengan kajian transisi 
pemerintahan di era new normal dalam pengambilan kebijakan, 
pelayanan publik sampai dengan strategi pemulihan ekonomi 
nasional. Buku ini terdiri dari 11 ulasan yang membahas mengenai 
kebijakan digital dan pemulihan ekonomi serta pelayanan publik di 
masa new normal.

Terbitnya buku ini tidak terlepas dari kontribusi para penulis yang 
berasal dari perguruan tinggi Muhammadiyah khususnya melalui 
Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah 
(AIPPTM). Oleh karena itu, atas terbitnya buku ini kami 
mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas kontribusi yang 
telah diberikan. 

Akhirnya, kepada Penerbit Samudra Biru disampaikan peng-
hargaan setinggi-tingginya karena telah bersedia menerbitkan buku 
ini. Semoga buku ini bisa menambah referensi terhadap kajian-
kajian yang berkaitan tentang pengelolaan pemerintahan baik secara 
normal maupun di masa pandemi, khususnya pada kajian tentang 
kebijakan publik di lingkungan pemerintah, pelayanan publik, 
sampai dengan pemulihan ekonomi nasional serta bisa dijadikan 
bantuan untuk penelitian-penelitian serupa ke depannya. Selamat 
membaca!

 

Yogyakarta, Juni 2022
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Adopsi Cloud Computing System sebagai 
Implementasi E-Government di Masa 
Pandemi Covid-19

Dian Suluh Kusuma Dewi1, Jusuf Harsono2, Desriyanti3,  
Dwiana Binti Yulianti4, Insyira Yusdiawan Azhar5

1, 2, 3, 4, 5Program Studi Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Email: suluh.dian@gmailcom

Abstrak: Penerapan teknologi di pemerintah sebagai pelaksanaan 
teori e-government menjadi salah satu inovasi pelayanan masyarakat. 
Adopsi teknologi cloud computing system pada pelayanan 
masyarakat membantu proses, penyimpanan, komunikasi yang 
cepat untuk berbagi informasi dan pengelolaan website. Artikel 
ini merupakan studi literatur tentang adopsi teknologi khususnya 
penggunaan cloud computing system di pemerintahan. Dari hasil 
pembahasan ditemukan bahwa penggunaan komputasi awan 
oleh pemerintah secara bertahap meningkat di berbagai bidang 
seperti layanan transportasi, layanan kesehatan dan pendidikan. 
Pemerintahan di negara-negara maju telah menggunakan cloud 
computing seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, Finlandia, 
Denmark, Swedia dan Inggris. Adopsi cloud computing merupakan 
keputusan organisasi, teknologi dan lingkungan. Ketiga elemen ini 
berinteraksi satu sama lain untuk mempengaruhi keputusan adopsi 
teknologi. Oleh karena itu, keberadaan elemen tersebut sangat 
menentukan kelangsungan penerapan cloud computing pada 
pemerintahan.
Kata Kunci: E-Government, Computing, Teknologi

A.	 PENDAHULUAN

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan 
tonggak awal berkembangnya inovasi di pemerintah desa. Inovasi 
dilakukan dari berbagai sektor termasuk pelayanan masyarakat, 
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Perspektif Pengelolaan Pemerintah di Masa New Normal 97■

pendampingan pengembangan umkm, ekonomi kreatif dan 
pengembangan desa wisata. Penggunaan tekhnologi merupakan 
upaya untuk mempercepat jalannya inovasi. Penerapan teknologi 
informasi menjadi pintu masuk penyelenggaraan pemerintahan 
berbasis pada teknologi informasi (Fauziah, 2014) atau biasa dikenal 
dengan konsep e-government. Trend adopsi teknologi dan informasi 
pada pemerintahan bertujuan untuk memberikan informasi yang 
cepat dan inovasi pelayanan pada masyarakat (Riawati, 2020).

Teknologi pada konsep e-government terus berinovasi seperti 
penggunaan cloud computing system. Inovasi cloud computing pada 
pemerintahan membantu proses, penyimpanan, komunikasi yang 
cepat dan murah. Pemerintah menggunakan cloud computing 
untuk menyimpan data based, berbagi informasi (Lubis, 2016), 
manajemen data base, mengelola website (Tweneboah-Koduah et 
al., 2014). Pada konteks adopsi cloud computing di pemerintahan, 
tentu memberikan dampak positif dan negatif (Wahyudin & 
Rahayu, 2020). Ketepatan dan kecepatan dalam menyimpan data 
based dan mendistribusikan informasi menjadi dampak yang 
baik bagi pelayanan masyarakat. Namun pemerintah juga banyak 
menghadapi hambatan yang tidak sedikit (Mohammed et al., 2017). 
Hambatan tersebut terletak pada sumber daya manusia (SDM) 
sebagai pengelola cloud computing pada pemerintahan. Selain itu 
juga dibutuhkan finansial sebagai modal awal untuk menyediakan 
platform bagi penggunaan cloud computing (Christiani, 2018).

Cloud computing tidak hanya diterapkan pada sektor 
pemerintahan tetapi juga pada sektor wisata. Hal ini dilakukan sebagai 
inovasi dalam pengelolaan usaha wisata menjadi lebih baik dan 
bermutu (Suprihadi et al., 2016). Sektor wisata pada saat ini menjadi 
salah satu harapan bagi banyak daerah sebagai sektor (Nazli, 2019). 
yang dapat diandalkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, 
karenanya diperlukan adanya pengembangan objek wisata dengan 
potensi alam yang melimpah, selain itu juga perlu adanya partisipasi 
antar stakeholder untuk mencapai tujuan supaya objek wisata yang SAMUDRA BIR
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dikembangkan tidak hanya menghilangkan penat tetapi keikutserataan 
antara wisatawan, Pemerintah, Masyarakat, pihak swasta turut 
menjaga alam, dengan adanya objek wisata ini dapat menumbuhkan 
pertumbuhan ekonomi yang artinya dapat mengurangi kemiskinan 
dan menciptakan hubungan baik (Warjiyono, 2012). Pembangunan 
Kepariwisataan Indonesia dilakukan secara terpadu melalui koordinasi 
lintas sektoral agar pembangunan wisata dapat mencapai keberhasilan 
yang maksimal. Keberhasilan pembangunan juga tergantung dari 
komponen lain misalnya daya tarik wisata, akomodasi, restoran, dan 
transportasi, telekomunikasi, listrik, dan industri cinderamata (Umar, 
2017). Selain itu sumber daya manusia sebagai pelaku utama dalam 
pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya 
untuk menjamin supaya pariwisata dapat berkembang secara baik dan 
berkelanjutan serta mendatangkan manfaat bagi sesama (Hariyoko et 
al., 2021).

Pada hakekatnya Pembangunan infrastruktur sarana dan 
prasarana merupakan tugas dan tanggung jawab baik Pemerintah 
Pusat maupun Pemerintah Daerah (Wildana, 2017). Namun 
demikian dalam operasionalnya dapat melibatkan peran aktif pihak 
swasta maupun masyarakat (Rumetna & Lina, 2020). Masyarakat 
yang berada di wilayah pengembangan harus didorong untuk 
mengidentifikasi tujuannya sendiri dan mengarahkan pembangunan 
pariwisata untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat 
lokal sehingga perlu adanya kerjasama antar keduanya. Selain itu, 
juga diperlukan fasilitas yang memadai pada objek wisata sehingga 
akan berpengaruh pada kenyamanan pengunjung. Kegiatan 
promosi yang efektif merupakan hal yang sangat esensial dalam 
pengembangan pariwisata di suatu daerah (Sripambudi et al., 2020).

B.	 PEMBAHASAN
1.	 Konsep e-Government 

Teknologi informasi menjadi salah satu pendorong kemajuan di 
masyarakat. Peran teknologi dalam industry pariwisata meningkatkan SAMUDRA BIR
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untuk perdagangan, jasa, distribusi pelayanan, memberikan 
informasi secara online, menciptakan lingkungan bisnis baru dan 
juga membantu kalangan professional sperti informasi cuaca, rute 
perjalanan, jarak dan ketinggian (Ogbu et al., 2011). Informasi 
merupakan hal yang sangat penting terutama pada pengembangan 
bisnis pariwisata. Informasi harus mengalir dengan cepat dan akurat 
antara pelanggan dan pelaku bisnis pariwisata yang terlibat dalam 
melayani kebutuhan klien. Elektronik government (e-government):

Electronic government refers to government’s use of technology, 
particularly web based Internet applications to enhance the access to 
and delivery of government information and service to citizens, business 
partners, employees, other agencies, and government entities. It has the 
potential to help build better relationships between government and the 
public by making interaction with citizens smoother, easier, and more 
efficient. Indeed, government agencies report using electronic commerce 
to improve core business operations and deliver information (Layne & 
Lee, 2001)

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa e-government 
merupakan penggunaan elektronik di pemerintahan. Khususnya 
dengan penggunaan aplikasi, website, yang berfungsi untuk 
memberikan informasi dan layanan masyarakat yang mudah, cepat 
dan efisien (Layne & Lee, 2001). Perkembangan e-government 
di Indonesia mengacu pada kerangka sisfonas (sistem informasi 
nasional). Sistem informasi dalam hal ini adalah aplikasi pada 
masing-masing bidang (dinas atau badan) pada instansi pemerintah. 
Secara bertahap Sistem Informasi ini dipadukan menjadi Sistem 
Informasi Nasional yang bersinergi antara satu sistem dengan sistem 
lainnya (Kusuma Dewi et al., 2021; Purnomo et al., 2020). Pada 
akhirnya terwujudlah suatu Sistem E-Government yang menjamin 
interaksi government to citizens (G2C), government to government 
(G2G) dan government to business (G2B) (Sriyati et al., 2017).

Konsep E-Government a). G2C (Government to Citizens) 
Merupakan aplikasi E-Government yang paling umum, yaitu dimana SAMUDRA BIR
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pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio 
teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki 
hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, 
tujuan utama dari dibangunnya aplikasi e-Government bertipe 
G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya 
melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat 
dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan 
berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. b). G2B (Government to 
Business) Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah 
membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda 
perekenomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. 
Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam 
perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi 
yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan 
juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena 
berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah 
entiti berorientasi profit. c). G2G (Government to Governments) 
Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-
negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari 
ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah 
dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-
hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk 
memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-
entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam 
melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, 
proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan 
lain sebagainya (Sriyati et al., 2017). 

E-Government mengacu pada penggunaan teknologi oleh 
pemerintah, terutama berbasis web. Aplikasi internet untuk 
meningkatkan akses dan pengiriman informasi pemerintah dan 
layanan kepada warga negara, mitra bisnis, karyawan, lembaga lain, 
dan entitas pemerintah. Dia memiliki potensi untuk membantu 
membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan 
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masyarakat dengan Membuat interaksi dengan warga lebih lancar, 
mudah, dan lebih efisien. Memang, pemerintah agensi melaporkan 
menggunakan perdagangan elektronik untuk meningkatkan operasi 
bisnis inti dan memberikan informasi dan layanan lebih cepat, lebih 
murah, dan untuk kelompok pelanggan yang lebih luas (Layne 
& Lee, 2001). Dalam pelaksaannya, terjadi perubahan mendasar 
berdasarkan pada perubahan dan kelayakan teknis, organisasi, 
manajerial. Perubahan mendasar ini melalui 4 tahapan yaitu 1) 
katalogisasi, 2) transaksi, 3) integrase vertical, 4) integrase horizontal 
(Layne & Lee, 2001; Wahid, 2008).

2.	 Apa itu Cloud Computing System?

Ada banyak definisi yang muncul seputar konsep cloud computing 
atau komputasi awan. Awan adalah kumpulan besar sumber daya virtual 
yang mudah digunakan dan diakses (Gong et al., 2010). Secara definisi 
komputasi awan merupakan model layanan teknologi informasi di 
mana layanan komputasi (baik perangkat keras dan perangkat lunak) 
dikirimkan sesuai permintaan kepada pelanggan melalui jaringan, 
perangkat dan lokasi sendiri. Gambar 1 (Busch et al., 2014)

National Institute of Standards and Technology (NIST) 
mendefinisikan komputasi awan sebagai “model akses jaringan yang 
dapat memberikan permintaan pelanggan dari mana saja, dengan 
akses yang cepat, nyaman mengirimkan konfigurasi data komputasi, 
jaringan, server, penyimpanan dan layanan sebagai upaya interaksi 
antara penyedia dan pengguna layanan (Mell & Grance, 2011). 
Jika dilihat dari nilai bisnis, system komputasi awan diartikan 
sebagai model penyampaian, pengaktifan dan penggunaan TI yang 
ekonomis dan fleksibel (Isom dan Holley, 2012). SAMUDRA BIR
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Tiga layanan cloud (awan) yang paling umum adalah Software-
as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS), dan Infrastructure-
as-a-Service (IaaS). Gambar 2 dibawah ini menunjukan model 
yang paling popular digunakan di kalangan pemerintah, swasta, 
komunitas (Busch et al., 2014). Munculnya model cloud telah 
membuat dampak yang luar biasa pada industri TI selama beberapa 
tahun terakhir, di mana perusahaan besar seperti Google, Amazon 
dan Microsoft berusaha untuk menyediakan platform cloud yang 
lebih kuat, andal, dan hemat biaya (Tweneboah-Koduah et al., 2014). 
Berikut ini adalah fitur menarik yang dimiliki komputasi awan : 

a.	 Tidak perlu menggunakan modal awal
b.	 Biaya operasional murah
c.	 Skalabilitas tinggi
d.	 Akses yang mudah

3.	 Karakteristik Cloud Computing System

Menurut Chunye (Gong et al., 2010), setidaknya ada 10 karakter 
komputasi awan yang dapat digunakan; mudah diakses, virtualisasi, 
Internet centric, berbagai sumber daya, adaptasi otomatis, 
skalabilitas, sumber daya pengoptimalan, bayar per penggunaan, 
SLA layanan (Perjanjian Tingkat Layanan) dan SLA infrastruktur. SAMUDRA BIR
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NIFT menjelaskan setidaknya terdapat lima karakteristik utama 
dalam komputasi cloud (Mell & Grance, 2011):

a.	 On Demand Seft-Service. Sistem ini memiliki pengelolaan 
layanan dan pemesanan memudahkan pengguna tanpa 
memerlukan interaksi langsung dengan pihak penyedia 
layanan. Pengguna dimudahkan dengan sistem otomatis 
yang telah disediakan oleh penyedia layanan.

b.	 Broad Network Access. Pengguna dimudahkan dengan 
kemampuan pelayanan yang tersedia melalui jaringan yang 
dapat diakses melalui berbagai platform teknologi seperti 
telepon seluler maupun laptop.

c.	 Resource Polling. Penyedia dengan melakukan model 
multi pengguna dapat melakukan penyatuan sumberdaya 
komputasi yang memiliki keunggulan untuk melayani 
beberapa konsumen sekaligus melalui sumberdaya virtual 
dan fisik yang berbeda berdasarkan permintaan konsumen. 
Di sini pelanggan yang pada umumnya tidak memiliki 
kemampuan untuk kontrol atau pengetahuan terhadap 
sumberdaya, tetapi mereka dapat menentukan posisi (misal 
datacenter). Dalam hal ini contoh sumberdaya diantaranya 
seperti mesin virtual dan memori bandwitdh, pemrosesan, 
dan penyimpanan.

d.	 Rapid Elasticity. Komputasi cloud memiliki kemampuan 
dalam hal melakukan respon yang lebih cepat serta 
fleksibel, dimana pengguna sebagai aktor dapat melakukan 
penambahan atau pengurangan terhadap jenis dan kapasitas 
layanan yang mereka inginkan kapan saja dan sistem telah 
siap mengakomodasi terhadap perubahan tersebut. 

e.	 Measured Service. Selain dapat secara otomatis melakukan 
pengawasan, sistem ini dapat secara optimal dalam hal 
penggunaan sumberdaya melalui pemanfaatan metering 
(kemampuan mengukur) pada beberapa level yang sesuai 
dengan jenis layanan seperti dalam bentuk pemrosesan, 
penyimpanan, bandwidth, dan akun pengguna aktif. 
Keunggulan lainnya penggunaan sistem ini dapat dilakukan SAMUDRA BIR
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pengawasan terhadap sumberdaya, mengendalikan, bahkan 
melaporkan sebagai bentuk upaya transparansi baik dari 
pihak penyedia maupun pihak konsumen.

NIST juga menjelaskan tiga jenis model layanan (Mell & 
Grance, 2011):

a.	 Cloud Software as a Service (SaaS). Kelebihan yang utama 
adalah kemampuan pada konsumen melalui aplikasi 
penyedia dapat beroperasi pada infrastruktur cloud. Sistem 
ini menghendaki pengguna melalui aplikasi yang telah 
dibuat dapat diakses dari berbagai perangkat seperti web 
browser (misal email berbasis web). Selain itu konsumen 
diuntungkan dengan tidak membutuhkan kemampuan lebih 
dalam pengelolaan atau mengendalikan infrastruktur cloud 
seperti halnya jaringan server, kemampuan aplikasi individu 
maupun sistem penyimpanan dengan pengecualian secara 
terbatas dari pengguna mengenai pengaturan konfigurasi 
tertentu dari aplikasi tersebut. 

b.	 Cloud Patform as a Service (PaaS). Sistem ini memiliki 
kemampuan dimana konsumen dapat menyebarkan 
aplikasi yang dibuat oleh konsumen yang diperoleh dari 
infrastruktur komputasi cloud melalui fitur peralatan 
modern yang telah disediakan dan didukung oleh provider. 
Di sini, posisi konsumen tidak memiliki kemampuan dalam 
hal mengelola maupun infrastruktur cloud seperti sistem 
operasi, penyimpanan, maupun jaringan server, melainkan 
memiliki kontrol terhadap aplikasi yang disebarkan 
serta memungkinkan aplikasi dalam melakukan hosting 
konfigurasi.

c.	 Cloud Infrastructure as a Service (IaaS). Sistem ini memiliki 
kemampuan lain dimana konsumen dapat melakukan 
penyimpanan, memproses, berjaringan, serta komputasi dari 
sumberdaya penting lainnya dimana konsumen memiliki 
peran dalam hal menyebarkan bahkan menjalankan perangkat 
lunak yang dimiliki secara bebas yang dapat mencakup 
aplikasi dan sistem operasi. Di sini peran konsumen tidaklah SAMUDRA BIR
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melakukan pengelolaan atau mengendalikan infrastruktur 
cloud yang mendasari melainkan memiliki peran mengontrol 
terhadap mulai dari aplikasi yang disebarkan, sistem 
penyimpanan, dan kontrol terbatas dari komponen jaringan 
seperti firewall host.

4.	 Kelebihan dan Kelemahan Cloud Computing 

Meskipun sistem ini memiliki kemampuan dalam hal sistem 
jaringan dan teknologi komputasi terkini, cloud computing tetap 
memiliki kelebihan dan kelemahan dalam penggunaannya (Chau & 
Tam, 2000). Kelebihan cloud computing, yaitu:

a.	 Kemudahan Akses. Sistem ini bisa dibilang sebagai sistem 
yang sangat mudah dalam hal mengakses data atau aplikasi. 
Hal ini karena dalam hal akses terhadap aplikasi dalam 
bekerja, pengguna tidak memerlukan hanya menggunakan 
satu komputer atau komputer tertentu karena data dapat 
diakses meskipun menggunakan komputer yang lain 
melalui server yang sama.

b.	 Efisiensi Biaya. Keunggulan yang cukup menguntungkan 
adalah penggunaan cloud computing akan mengurangi biaya 
cukup besar yang dikeluarkan oleh perusahaan terutama 
dalam hal penggunaan hardware karena berkaitan dengan 
operasional komputer. Perusahaan ketika menggunakan 
cloud computing tidak memerlukan biaya besar seperti biaya 
listrik, melakukan maintenance perangkat, dll. Manfaat selain 
itu, penggunaan cloud computing bagi perusahaan tidak 
memerlukan anggaran untuk investasi atau mengeluarkan 
biaya capital expenditure dan melakukan efisiensi dengan 
hanya mengeluarkan biaya seperlunya. Tentu skema 
efisiensi melalui cloud computing sangat menguntungkan 
bagi perusahaan karena akan memperbesar return on 
investment dan melancarkan cash flow. 

c.	 Fleksibilitas dalam Penambahan Kapasitas. Keunggulan lain 
dalam menggunakan cloud adalah mengenai kapasitas yang 
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cukup besar. Perusahaan diuntungkan karena kebutuhan 
kapasitas tidak memerlukan skema pengadaan komputer 
yang tentu saja memakan biaya lebih dan memakan waktu. 
Dengan menggunakan cloud computing, hanya dalam 
hitungan menit, kapasitas yang dibutuhkan telah siap untuk 
digunakan.

d.	 Kemudahan Monitoring dan Manajemen Server. 
Menggunakan cloud computing akan lebih menguntungkan 
dalam melakukan monitoring dan manajemen server karena 
semua terkoneksi dengan web portal yang digunakan 
oleh konsumen atau pelanggan. Perusahaan cukup hanya 
menggunakan dashboard untuk mengetahui status server 
secara global. Dengan adanya fitur automation-tools yang 
terdapat dalam sistem ini secara canggih dapat melakukan 
upgrade dan manajemen server hingga instalisasi software 
akan sangat mudah.

e.	 Meningkatkan Ketersediaan Data. Kekuatan pada cloud 
computing adalah terletak pada bagaimana sistem ini 
dirancang dengan desain high availability. Dengan 
model sistem yang dirancang dengan sangat canggih 
tersebut sistem ini dengan aman berada pada suatu 
data center yang menjamin adanya mulai dari pendingin 
ruangan, ketersediaan listrik, serta yang lainnya dengan 
fasilitas pendukung memadai bahkan bekerja selama 24 
perhari. Selain itu sistem cloud computing juga didukung 
dengan perangkat back-up, sehingga kemampuan dalam 
mengamankan data lebih besar untuk tidak hilang 
utamanya apabila terjadi kerusakan pada sistem storage. 
Dari sisi perangkat wajib, sistem ini dilengkapi dengan fully 
redundancy dengan fitur basic-features yang membuat server 
memiliki kapasitas lebih besar.

f.	 Fokus dalam Meningkatkan Bisnis dan Pengembangan Usaha. 
Dilihat dari sisi lokus, pada umumnya perusahaan IT 
setidaknya menggunakan sekitar 80% dari waktunya untuk 
menggunakan kegiatan operasi dan maintenance 20% untuk 
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pengembangan. Tentu secara efektivitas dan efisiensi, 
hal tersebut menyita waktu dan tenaga bagi perusahaan 
karena harus merawat sistem. Berbeda dengan perusahaan 
yang sudah menggunakan cloud computing karena proses 
maintenance tidak memerlukan banyak perhatian karena 
lokus pada sumber daya cloud yang memadai. Selain itu, 
perusahan cenderung akan lebih memaksimalkan pekerjaan 
pada kegiatan pengembangan daripada maintenance.

Meskipun sistem tersebut memilki banyak kelebihan, cloud 
computing tetap memiliki kelemahan yang perlu menjadi perhatian 
(Chau & Tam, 2000), yaitu:

a.	 Service Level. Sistem ini memiliki performa pelayanan yang 
kurang konsisten dari provider. Kelemahan yang kurang 
konsisten ini meliputi baik data recovery dan data protection. 

b.	 Privacy. Kelemahan yang utama dan perlu mendapat 
perhatian terletak pada ranah privasi dalam penggunaannya. 
Hal ini karena dalam penggunaannya, hosting dapat dilakukan 
secara bersama dan data user akan dapat diakses orang lain.

c.	 Compliance. Sistem ini memiliki resiko dimana compliance 
dari provider dalam memberlakukan batas-batas terhadap 
regulasi yang diterapkan oleh user. Ini akan berdampak 
pada penyimpangan terhadap data ownership karena 
berpotensi besar akan kehilangan kepemilikan data ketika 
secara otomatis tersimpan kedalam cloud.

d.	 Data Mobility. Hal ini mengarah pada bagaimana 
kemungkinan adanya share data antar cloud service dan 
bagaimana pengguna suatu saat memperoleh kembali data 
jika suatu saat pengguna ingin melakukan proses terminasi 
dalam menggunakan layanan cloud computing.

5.	 Adopsi Cloud Computing di Pemerintahan

Menurut data Kominfo, jumlah pengguna internet Indonesia 
di bulan Januari 2022 mencapai 202,35 juta atau 76,8% penduduk 
Indonesia. Sementara itu, menurut perkiraan terbaru dari Gartner, SAMUDRA BIR
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Inc, pengeluaran pengguna akhir di seluruh dunia untuk layanan 
cloud publik diperkirakan akan tumbuh 23,1% pada tahun 2021 
menjadi total $332,3 miliar, naik dari $270 miliar pada tahun 2020 
(Stamford, 2021). Komputasi awan tampaknya menjadi ungkapan 
“du jour” di sebagian besar dunia komputasi saat ini, banyak 
ahli sekarang berpikir bahwa komputasi awan akan menjadi hal 
besar berikutnya (David C. Wyld, 2010). Janji komputasi awan 
adalah, ia dapat menyatukan praktik, alat, dan teknologi yang akan 
menempatkan organisasi publik dengan lebih baik untuk beroperasi 
dengan cara yang jauh lebih efisien, dapat diprediksi, fleksibel, dan 
akuntabel. Dari tinjauan literatur, sebagian besar strategi adopsi cloud 
pemerintah mencakup penggunaan produktivitas berbasis cloud dan 
alat manajemen proyek yang juga populer di kalangan bisnis. Selain 
mendapatkan penghematan biaya yang signifikan, pemerintah juga 
menggunakan teknologi cloud untuk meningkatkan kualitas dan 
inovasi dalam layanan yang mereka berikan kepada warga, bisnis, 
dan pemerintah lainnya. 

Penggunaan komputasi awan oleh pemerintah secara bertahap 
meningkat di berbagai bidang seperti layanan transportasi, layanan 
kesehatan, pendidikan, kontrak, dan sekarang pengelolaan layanan 
utilitas (Schuppert, 1991). Negara-negara yang memimpin dalam 
adopsi cloud dalam hal institusi Pemerintah adalah Amerika Serikat, 
Jepang, Australia, Finlandia, Denmark, Swedia dan Inggris (Liu & 
Hao, 2010). Tabel 1 di bawah memberikan contoh adopsi cloud, 
adopsi terencana, dan penggunaan model cloud oleh lembaga 
pemerintah terpilih. 
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Tabel 1. Adopsi Cloud Global dari Negara-Negara Terpilih (IDC, 2016)

Negara Layanan Detail

Inggris Digital Britain 
(G-cloud)

Aspek penting dari strategi Digital Britain 
adalah untuk meningkatkan TI pemerintah 
dan memungkinkan lebih banyak layanan 
untuk bermigrasi secara online (Chau & 
Tam, 2000).

Finlandia Cloud Software 
Program 

Program Perangkat Lunak Cloud empat 
tahun (20092013). Hal ini bertujuan untuk 
mendukung bisnis mengembangkan solusi 
cloud (Liu & Hao, 2010).

Spanyol ‘Un alcorque, 
un árbol’

Diadopsi oleh Dewan Kota Madrid untuk 
membantu mengelola lebih dari 245.000 
pohon di sekitar ibu kota yang dirawat oleh 
300 pekerja pemeliharaan (Chau & Tam, 
2000).

Jepang 
The 
“Kasumigaseki 
Cloud”

Proyek ini memungkinkan lebih banyak 
informasi dan berbagi sumber daya yang 
mempromosikan lebih banyak standarisasi 
dan konsolidasi dalam sumber daya TI 
pemerintah.

Hong Kong GovCloud

Ini adalah cloud pribadi pemerintah yang 
digunakan untuk meng-host aplikasi 
umum untuk dibagikan oleh departemen 
pemerintah Hong Kong. Layanan seperti 
eprocurement, e-invoicing, manajemen 
sumber daya manusia dan manajemen 
informasi elektronik, antara lain, 
ditempatkan di GovCloud.

Amerika 
Serikat – 
Layanan 
Administrasi 
Umum

USA.gov 
dan situs 
pendamping 
bahasa 
Spanyol-nya, 
GobiernoUSA.
gov

Dengan peralihan ke hosting berbasis cloud, 
GSA dapat menggunakan “cloudbursts” 
untuk meningkatkan kapasitas sesuai 
kebutuhan, daripada harus meng-hosting 
kapasitas server (dan biaya—dalam 
personel dan energi—yang diperlukan 
untuk mendukung kapasitas yang sebagian 
besar menganggur ini) untuk menangani 
lalu lintas web hanya dialami pada waktu 
puncak (Kushagra & Dhingra, 2021).
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Gedung 
Putih – 
Amerika 
Serikat

Google 
Moderator

Aplikasi berbasis cloud memungkinkan 
ratusan ribu suara untuk diberikan pada 
hampir sepuluh ribu pertanyaan yang 
diajukan untuk kemungkinan digunakan 
dalam acara langsung dengan presiden. 
Selain itu, Manajemen Kantor dan 
Anggaran menggunakan aplikasi berbasis 
cloud untuk berinteraksi dengan lembaga 
negara bagian dan lokal yang menerima 
dana stimulus (Kushagra & Dhingra, 2021).

NASA - 
Amerika 
Serikat

platform cloud 
computing 
NEBULA 

Dirancang untuk memungkinkan 
transparansi yang lebih besar dan 
keterlibatan publik dengan upaya luar 
angkasa, sambil berfungsi sebagai “platform 
layanan mandiri yang mulus” yang 
mengkonsolidasikan penawaran web agensi 
ke dalam satu portal, dan memberi personel 
NASA “komputasi, penyimpanan, dan 
jaringan berkapasitas tinggi konektivitas dan 
pendekatan yang tervirtualisasi dan terukur 
untuk mencapai efisiensi biaya dan energi” 
(Kurdi et al., 2011).

Slovenia Kelas Program 
KC

Platform kolaborasi yang menyatukan 
peneliti dan pengembang dari enam usaha 
kecil, empat perusahaan menengah, dan 
tujuh organisasi penelitian, yang bekerja 
untuk mengembangkan solusi, layanan, dan 
produk lokal di bidang komputasi awan 
(David C. Wyld, 2010).

EU 
Initiatives

Strategi EU 
Cloud

Selain pengaturan internal, lingkungan 
cloud pribadi, negara-negara Eropa mulai 
mengeksplorasi penggunaan komputasi 
berbasis cloud di bidang-bidang berikut: 
manajemen perumahan sektor publik, 
layanan transportasi, sensus, layanan 
kesehatan, kontrak dan layanan pendidikan.

Beberapa teori ada dalam literatur untuk penelitian adopsi 
sistem informasi (Mell & Grance, 2011). Untuk mencapai tujuan, 
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ada beberapa beberapa konsep teoretis dari salah satu teori ini 
yang melambangkan pemahaman dan membentuk arah penelitian. 
Dari teori tersebut, ada beberapa yang mempengaruhi yaitu faktor 
organisasi internal dan eksternal, teknologi yang tersedia, dan 
faktor lingkungan adalah pendorong utama untuk adopsi cloud 
yang sukses. Dari konteks ini, kemudian ditinjau dan diselidiki 
secara holistik pendahulu yang mungkin menghambat keberhasilan 
adopsi komputasi awan. Untuk melakukan ini, ada kerangka kerja 
teknologi, organisasi dan lingkungan (TOE) oleh Tornatzky dan 
Fleischer (1990). Kerangka kerja TOE diadopsi karena konstruksi 
filosofisnya. Selain itu, kerangka kerja telah digunakan untuk 
mempelajari adopsi berbagai jenis inovasi TI terutama di tingkat 
organisasi. Ini memberikan dasar teoretis, dukungan empiris yang 
konsisten dan aplikasi potensial untuk domain inovasi SI, meskipun 
faktor spesifik dalam tiga konteks dapat bervariasi di berbagai studi 
(Rastogi, 2010).

Dikembangkan pada tahun 1962 oleh Rogers dengan 
pengerjaan lebih lanjut pada tahun 1990 oleh Tornatzky dan 
Fleischer pada tahun 1990, TOE mengidentifikasi tiga konstruksi 
kunci yang mempengaruhi proses dimana organisasi mengadopsi 
dan mengimplementasikan inovasi teknologi. Pertama, konteks 
teknologi mengacu pada karakteristik teknologi yang tersedia untuk 
kemungkinan adopsi oleh organisasi, dan keadaan teknologi saat ini 
dalam organisasi. Keadaan teknologi saat ini dapat diekspresikan 
dalam keduanya material (misalnya, peralatan yang dimiliki 
oleh organisasi) dan immaterial (misalnya, metode yang sedang 
digunakan). Kedua, konteks organisasi; ini terdiri dari struktur 
organisasi, adanya proses yang memungkinkan inovasi seperti 
komunikasi informal dan perilaku strategis manajemen puncak, 
sumber daya kendur, dan ukuran organisasi. Ketiga, konteks 
lingkungan menggabungkan unsur-unsur seperti struktur pasar, 
dukungan eksternal yang tersedia untuk mengadopsi teknologi baru 
dan peraturan pemerintah. Elemen-elemen ini berinteraksi satu 

SAMUDRA BIR
U



112 Governance Covid-19 Transition■

sama lain untuk mempengaruhi keputusan adopsi teknologi (Chau 
& Tam, 2000). Meskipun, banyak isu penting yang terlibat dalam 
teori, penelitian ini terutama berfokus pada diskusi tentang variabel 
kunci yang mempengaruhi adopsi teknologi.

Gambar 3. TOE Framework (Tornatzky and Fleischer 1990)
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mempelajari strategi adopsi TI yang berbeda. Contoh berikut ada 
dalam literatur: (Chau & Tam, 2000), (David C. Wyld, 2010), 
(Mell & Grance, 2011), (Rastogi, 2010) dan (STAMFORD, 2021). 
Meskipun terutama telah digunakan untuk mempelajari adopsi 
teknologi dan/atau inovasi, itu tidak memberikan model konkret 
yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 
adopsi organisasi; itu lebih menyediakan taksonomi untuk 
mengklasifikasikan faktor adopsi dalam konteks masing-masing 
(Chau & Tam, 2000). Oleh karena itu, model tersebut mendorong 
peneliti untuk mengambil konteks yang lebih luas di mana inovasi 
terjadi dengan mempertimbangkan mengapa menerapkannya.

C.	 KESIMPULAN 

Kemajuan teknologi pada berbagai bidang memungkinkan 
penggunaan teknologi informasi pada penyelenggaraan 
pemerintahan. Penerapan teknologi informasi pada pemerintahan SAMUDRA BIR
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disebut dengan konsep e-government. E-government bertujuan 
untuk memberikan informasi yang cepat dan inovasi pelayanan 
pada masyarakat. Hal ini juga sebagai langkah untuk memperbaiki 
hubungan interaksi dengan masyarakat sehingga mampu 
mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui berbagai akses 
yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau 
pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan 
sehari-hari. Inovasi penerapana e-government bisa dilihat pada 
penggunaan cloud computing system. Cloud computing system 
memungkinkan untuk membantu proses, penyimpanan, komunikasi 
yang cepat dan murah pada pemerintahan. Oleh karena itu, dengan 
cloud computing system, pemerintahan mampu menyimpan data 
based, berbagi informasi, manajemen data base, dan mengelola 
website. Cloud computing juga mampu menyimpan data-based dan 
mendistribusikan informasi dengan cepat dan tepat bagi pelayanan 
masyarakat.

Cloud computing pada pemerintahan telah diterapkan di berbagai 
bidang seperti layanan transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, 
kontrak, dan sekarang pengelolaan layanan utilitas. Banyak negara-
negara besar telah menerapkan cloud computing pada institusi 
Pemerintah seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, Finlandia, 
Denmark, Swedia dan Inggris. Hal utama yang harus diperhatikan 
dalam menerapkan cloud computing adalah teknologi, organisasi, 
dan lingkungan. Ketiga elemen tersebut berinteraksi satu sama lain 
untuk mempengaruhi keputusan adopsi teknologi. Oleh karena 
itu, keberadaan elemen tersebut sangat menentukan kelangsungan 
penerapan cloud computing pada pemerintahan. 
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